WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR |52 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu
dibentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah dan
rancangan peraturan walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan  Walikota tentang Tim  Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kota Pagar

Alam;



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4115);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);



6.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual kepada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam



11.

12,

13.

14.

15.

16.

17

18.

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010
Nomor 7 seri E);

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Pemerintah Kota
Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Pemerintah
Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 (Berita Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana
terakhir diubah melalui Peraturan Walikota Nomor 23
Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 (Berita Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 23); dan

19. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun
2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020
Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan
Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kota Pagar Alam,
dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

2. melakukan  pengharmonisasian, pembulatan dan
pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
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KETIGA

KEEMPAT

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

. melaporkan  secara  berkala hasil pelaksanaan

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
kepada Walikota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah
Kota Pagar Alam.

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal |3 ME| 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM
dto

ALPIAN MASKONI



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR  : !%»2 TAHUN 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020 KOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 3 Mgl 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2020

Pengarah : 1. Walikota Pagar Alam;
2. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam,;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam,;
4. Staf Ahli Walikota Pagar Alam.

Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Anggota . 1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan
Daerah;

Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah;

3. Kepala Sub Bidang Akuntansi I, II, dan III Bidang
Akuntansi dan Pelaporan,
Kepala Sub Bidang Anggaran | Bidang Anggaran;
Kepala Subbagian Perundang-Undangan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam,;

6. Pelaksana pada Subbidang Akuntansi I, II, I Bidang
Akuntansi dan Pelaporan;

7. Pelaksana pada Subbagian Perundang-Undangan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI




